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Abstrak 

Putra Raihan Bimawardana, 2023. Skripsi. Analisis Efektivitas, dan Efisiensi 

Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing Oleh Dr. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si, 

MH dan Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan 

efisiensi terhadap anggaran belanja daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini menggunakan Penelitian kuantitatif 

dengan metode Analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data berupa 

dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

bersifat time series dari data 2020-2022. Metode statistik yang dipakai dalam 

penelitian adalah teknik Efektivitas Efisiensi. 

 

Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas yang dicapai anggaran belanja daerah 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan selama 2020-2022 

mengalami perubahan yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2020 tingkat 

efektivitasnya menunjukkan hasil yang cukup efektif yaitu 85,28% dan pada tahun 

2021 tingkat efektivitasnya menunjukkan hasil cukup efektif yaitu 85,35% dan 

tahun 2022 tingkat efektivitasnya menunjukkan hasil efektif yaitu 95,43%. 

Sedangkan tingkat efisiensi pada tahun 2020 menunjukkan hasil sangat efisien yaitu 

58,99%, dan tahun 2021 tingkat efisiensi menunjukkan hasil kurang efisien yaitu 

97,06% dan pada tahun 2022 menunjukkan hasil kurang efisien yaitu 90,14%. 

 

 

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, dan Anggaran Belanja Daerah  
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Abstract 

Putra Raihan Bimawardana, 2023. Thesis. Analysis of Effectiveness, and Efficiency 

of Regional Expenditure Budget at the Cultural and Tourism Office of South 

Sulawesi Province (guided by Dr. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si, MH and Dr. 

Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM). 

This study aims to determine and analyze the level of effectiveness and efficiency of 

the regional budget at the Culture and Tourism Office of South Sulawesi Province. 

This research uses quantitative research with descriptive analysis method. With 

data collection techniques in the form of documentation and interviews. This study 

uses secondary data that is time series from 2020-2022 data. The statistical method 

used in research is the Efficiency Effectiveness technique.  

The result of this study is that the level of effectiveness achieved by the regional 

budget of the South Sulawesi Provincial Culture and Tourism Office during 2020-

2022 has undergone very fluctuating changes. In 2020 the effectiveness rate showed 

quite effective results of 85.28% and in 2021 the effectiveness rate showed quite 

effective results of 85.35% and in 2022 the effectiveness rate showed effective 

results of 95.43%. While the efficiency rate in 2020 showed very efficient results at 

58.99%, and in 2021 the efficiency rate showed less efficient results at 97.06% and 

in 2022 showed less efficient results at 90.14%. 

 

 

Keywords :  Effectiveness, Efficiency, and Regional Budget 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Efek dari krisis yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini 

menyebabkan pemerintah di negara-negara seluruh dunia memperbaiki proses 

mereka dalam hal performa daya guna dan efisiensi perekonomian. Dalam 

pengertian ini analisa perbandingan dari efisiensi sektor publik adalah poin 

awal dalam mempelajari peran atau tugas dari efisiensi, efektivitas dan 

performa yang berhubungan dengan perekonomian pemerintahan dari 

penggunaan sumber daya oleh manajemen publik untuk mendapatkan 

keobyektifan dari pemulihan ekonomi dan kepentingan pengembangan 

perekonomian nasional pada jangka menengah dan jangka panjang. (Imanuel 

Pangkey, Sherly Pinatik, 2015). 

Pada umumnya setiap instansi negeri berupaya seoptimal mungkin 

mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek 

maupun tujuan jangka panjang. Dalam kegiatan instansi, semua bagian seperti 

pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi 

satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapai 

tujuan. Untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk menyusun 

strategi-strategi sebagai petunjuk dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi 

kerjanya. (Julita, 2011). 
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Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi 

yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan 

barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk 

mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan 

informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali 

untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi 

tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses 

perencanaan anggaran. (Julita, 2011). 

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan 

(target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang 

diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan 

output. Efektivitas membandingkan antara outcome dengan output suatu 

organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang 

dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain 

anggaran digunakan secara tepat (Mahmudi, 2019). 

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa 

yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan 

output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara 

output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Konsep 

efisiensi hampir sama dengan produktivitas suatu organisasi program, atau 

kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-
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besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat (spending 

well) (Mahmudi, 2019). 

Efisiensi dan efektivittas sangat diperlukan dalam merealisasikan 

anggaran dinas. Dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik, itu berarti 

bahwa program – program pemerintah dijalankan sesuai budget awal. Efisiensi 

dan efektivitas merupakan isu yang umum bagi instansi pemerintah. Banyak 

instansi pemerintah yang berusaha untuk mencapai kriteria efektif dan efisien 

dalam penyerapan anggaran. Namun untuk mencapai kriteria tersebut bukan 

hal yang mudah. Instansi pemerintah harus merealisasikan budget yang telah 

ditetapkan. Apabila budget tidak terserap dengan baik, maka kriteria efetif dan 

efisien tidak akan tercapai.  

Peningkatan kebutuhan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah 

telah mendorong perhatian masyarakat terhadap manfaat yang diperoleh dari 

pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Hal ini mendorong perlunya 

pengukuran kinerja untuk para penyelenggara Negara yang telah menerima 

amanat dari rakyat. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana 

kinerja mereka dalam periode tertentu sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah efektivitas penggunaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk melihat efektivitas tersebut, 

diperlukan data-data anggaran yang menjadi acuan dalam pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 
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TABEL 1. 1  

DATA TARGET DAN REALISASI PAD DINAS KEBUDAYAAN DAN 

PARIWISATA PROV. SULSEL TAHUN 2020-2022 

Tahun Realisasi PAD Target PAD 

2020 35.699.517.630 41.860.449.745 

2021 43.520.457.368 50.990.553.238 

2022 38.372.882.462 40.211.960.904 

Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan uraian diatas melihat begitu sangat pentingnya anggaran 

belanja bagi suatu instansi dalam mengalokasikan sumber dana yang 

dibelanjakan agar sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Maka dari 

itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis 

Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Efektivitas Anggaran Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja 

Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi 

Selatan 

2. Apakah Efisiensi Anggaran Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja 

Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi 

Selatan 

3. Apakah Efektivitas, dan Efisiensi Anggaran Berpengaruh Terhadap 

Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sulawesi Selatan 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Efektivitas Terhadap Anggaran Belanja 

Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Sulawesi Selatan 

2. Untuk Menganalisis Pengaruh Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja 

Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Sulawesi Selatan 

3. Untuk Menganalisis Pengaruh Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap 

Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut fungsi yang diinginkan di hasil penelitian berikut adalah : 

1. Bagi Penulis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai penyusunan anggaran belanja terhadap peningkatan efektivitas 

dan efisiensi pada instansi pemerintah dan sebagai bahan masukan untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai salah satu 

syarat bagi penulis agar dapat meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) di 

Universitas Bosowa Makassar. 

2. Bagi Instansi Pemerintah 
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Dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja pegawai 

dan juga sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

dalam hal penggunaan anggaran belanja.  

3. Bagi Universitas Khususnya Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Bermanfaat untuk pengembangan ilmu di Universitas Bosowa 

Makassar, dan dapat di jadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian 

berikutnya yang berkaitan dengan materi efektivitas dan efisiensi 

anggaran belanja. 

E. Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Sulawesi Selatan Kota Makassar yang berlokasi di Gedung Mulo Jl. Jend. 

Sudirman No.23. Penelitian ini berfokus pada Efektivitas dan Efisiensi 

Anggaran Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan proposal ini maka penulis 

membaginya dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab yang yang 

lain saling berhubungan, yakni sebagai berikut : 

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi 

latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini dilakukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup 

penelitian, dan sistemika pembahasan. 
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Bab kedua, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau 

buku-buku yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan teori-teori yang 

dirujuk dari pustaka penelitian kuantitatif. Keberadaan teori baik yang dirujuk 

dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan 

dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti. Bab 

ini juga memuat kerangka pikir berisi gambaran penelitian yang akan 

dilakukan untuk masing-masing variabel dan hipotesis penelitian. 

Bab ketiga, menjelaskan tentang lokasi dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional. 

Bab keempat, membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian serta hasil pengujian dari 

setiap variabel. 

Bab kelima, membahas mengenai kesimpulan & saran penelitian 

terhadap hasil penelitian yang dilakukan. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Deskripsi Teori 

1. Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan yaitu 

untuk mengatur lalu lintas keuangan dengan biaya semurah mungkin dan 

mengoptimalkan dana suatu instansi atau perusahaan secara efesien, 

seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno (2021:3), yaitu : 

“Manajemen Keuangan adalah semua aktivitas perusahaan 

yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana 

perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk 

menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara 

efesien”. 

 

Menurut Irham Fahmi (2013:2), mengemukakan bahwa:  

“Manajemen Keuangan merupakan penggabungan dari ilmu 

dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang  

bagaimana seorang manajer keuangan dengan 

mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk 

mencari dana, mengelola dana dan membagi dana dengan 

tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para 

pemegang saham dan suistainability (keberlanjutan) usaha 

bagi perusahaan. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas manajemen keuangan dapat 

disimpulkan sebagai aktivitas dalam suatu instansi atau perusahaan dalam 

mengelola dana secara efesien agar dapat tercapainya suatu tujuan dalam 

suatu 

2. Fungsi Manajemen Keuangan  

Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012:5), yaitu : 
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1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan 

harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang 

akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan ini sering juga disebut sebagai kebijakan 

struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber 

dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta bagian usahanya. 

3. Keputusan Dividen 

Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan 

untuk menentukan : 

1. Besarnya presentase laba yang dibagikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk cash dividend 

2. Stabilitas dividen yang dibagikan 

3. Dividen saham (stock dividend) 

4. Pemecahan saham (stock split)  

5. Penarikan Kembali saham yang beredar, yang semuanya ditujukan 

untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. 

3. Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012;4) adalah 

untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. 
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Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam wujud semakin 

tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari keputusan-

keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan dividen. 

4. Keuangan Daerah 

Sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja 

yang harus Menurut Halim (2012) keuangan daerah adalah semua hak dan 

kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu 

baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah 

sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta 

pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud 

daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri 

dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. 

Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat maka 

keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara. 

Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/201. Daerah harus 
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menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada 

Pemerintah. Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan harus 

memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.Jenis-jenis Informasi Keuangan Daerah (IKD) 

yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah mencakup: 

 a. APBD  

b. Perubahan APBD  

c. Laporan Realisasi APBD Semester I  

d. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pasal 3, 

pengelolaan keuangan daerah diatur dengan kekuasaan pengelolaan 

daerah, asas umum dan APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan 

APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum 

memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, 

penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan 

pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan 

BLUD (Balai Layanan Umum Daerah).  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk 

menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. (Modul 

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan SKPD). LKPD terutama 

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan 
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anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai 

efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban 

untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang 

dicapai selama pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada 

suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, 

transparansi dan keseimbangan antargenerasi. 

5. Anggaran 

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis 

dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi 

semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa 

yang akan datang. 

Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit 

moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. 

Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi 

penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan 

uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari 

kegiatan yang dilakukan. 

Mardiasmo (2009:61), mendefinisikan anggaran merupakan 

penyertaan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 2 menyatakan definisi 
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anggaran yaitu: anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan 

dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, 

dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut 

klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Definisi lain yang 

dikemukakan oleh M. Marsono pada bukunya “Tata Usaha 

Perbendaharaan Republik Indonesia” dalam Halim dan Iqbal (2012:138) 

memberikan definisi bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang 

pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-

tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara 

pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) 

yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut. 

Fauziah (2018:59) mendefinisikan anggaran sebagai pedoman 

tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan 

rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk 

satu periode. Sujarweni (2015:32) menyatakan penyusunan anggaran dan 

pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu 

rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses penyusunan 

anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu:  

1. Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat 

mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam 

lingkungan.  
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2. Untuk membantu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan asas keadilan 

dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.  

3. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.  

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban manajemen 

sektor publik. 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah oleh 

pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang 

berkepentingan sebagai dasar untuk prngambilan keputusan. Oleh karena 

itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan untul keperluan perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan 

harus dapat memberikan manfaat seperti, meningkatkan akuntabilitas 

untuk para kepala daerah dan para pejabat pemda ketika mereka 

bertanggung jawab tidak hanya pada khas masuk dank khas keluar, tetapi 

juga pada aset dan utang yang mereka kelola. Meningkatkan transparansi 

dari aktivitas pemerintah, pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset 

yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan 

suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Memfasilitasi 

penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan 

kewajiban. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk 

pengambilan keputusan. 

a. Laporan Realisasi Anggaran  
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Laporan keuangan organisasi pemerintahan meliputi : 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan 

Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA). Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang dibuat 

instansi pemerintah yang berisi mengenai pendapatan, pembiayaan 

dan belanja yang telah dilaksanakan selama periode tertentu. Pada 

hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk 

menghindari terjadinya hutang pengeluaran, akibat rencana 

pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila 

penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu 

membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui 

pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai 

dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan keuangan 

maupun pinjaman daerah. Di sisi lain, kelebihan target penerimaan 

tidak harus selalu dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam 

perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tidak 

tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang 

harus segera dilaksanakan.  

Unsur – unsur yang ada dalam LRA adalah :  

1. Belanja daerah  

2. Pendapatan LRA  

3. Transfer daerah  
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4. Surplus / defisit LRA  

5. Pembiayaan  

6. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran.  

Dalam LRA terdapat informasi mengenai budget yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam RLA juga mencantumkan realisasi 

anggaran pada periode tersebut.Dengan adanya komponen tersebut, 

maka LRA dapat digunakan untuk menghitung efektivitas maupun 

efisiensi anggaran. Penghitungan tersebut dapat menggunakan cara 

dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya ataupun 

sebaliknya. 

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam laporan 

realisasi anggaran menurut standar akuntansi pemerintah pusat dan 

daerah yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen 

Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang 

muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di 

Pemerintah (2009;21) terdiri dari:  

a. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh 

Bendaharaan umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya 

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.  

b. Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak pemerintah yang diakui 

sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.  
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c. Belanja (Basis Kas) adalah semua pengeluaran oleh 

bendaharaan umum daerah yang mengurangi ekuitas dana 

lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

diperoleh pembayarannya kembali ke pemerintah.  

d. Belanja (Basis Akrual) adalah kewajiban pemerintah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.  

e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas 

pelaporan kepada entitas pelaporan lain termasuk dana 

perimbangan dan dana bagi hasil.  

f. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali untuk atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun 

anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran. Pemerintah 

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 

memanfaatkan surplus anggaran. 

g.  Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman 

dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain 

digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, 

pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal 

oleh pemerintah.  

Anggaran terbagi menjadi dua yaitu, anggaran belanja 

langsung dan anggaran belanja tidak langsung:  
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a) Anggaran belanja langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi 

secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang 

direncanakan. Jenis belanja langsung dapat berupa belanja 

pegawai/personalia, belanja barang/jasa, belanja 

pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.  

b) Anggaran belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak 

dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau 

kegiatan. Jenis belanja tidak langsung dapat berupa belanja 

pegawai/gaji pegawai, belanja barang/jasa, belanja 

pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas (Muttaqin 

Hasyim, 2010).  

b. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran  

Laporan realisasi anggaran menyajikan banyak informasi 

terkait pendapatan, transfer, belanja, defisit, surplus, serta 

pembiyaan pada suatu entitas. Laporan realisasi anggaran 

mempunyai sejumlah manfaat yaitu, menyajikan informasi, 

mengenai alokasi, sumber, dan pemakaian sumber daya ekonomi, 

dapat digunakan untuk memprediksi sumber daya ekonomi untuk 

pendanaan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode 

berikutnya, dengan adanya data laporan tersebut bisa dimanfaatkan 

untuk melakukan evaluasi oleh pihak pengguna laporan terhadap 

keputusan yang akan dibuat. Dengan adanya laporan realisasi dan 

tersebut memberikan rincian terhadap catatan kondid keuangan 
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secara menyeluruh. Sehingga hal ini dijadikan sebagai sumber 

informasi paling akurat untuk mengetahui efektivitas perolehan 

pendapatan dan realisasi dari sumber daya ekonomi. Laporan 

tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membandingkan pendapatan 

dari pemakaian anggaran apakah sudah selesai dengan peraturan UU 

atau belum. Laporan ini bermanfaaat untuk mengambil keputusan 

soal alokasi sumber daya ekonomi lengkap dengan akuntabilitasnya 

pada periode mendatang. 

c. Jenis-Jenis anggaran  

Secara garis besar anggaran dapat diklasifikasikan menjadi 

berikut. 

a) Anggaran operasional dan anggaran modal (current vs 

capital budgets) berdasarkan jenis aktivanya, anggaran 

dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal.  

b) Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan 

kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam 

kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga sering 

dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (revenue 

expenditure), yaitu jenis pengeluaran yang sifat rutin dan 

jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu set.  

c) Anggaran modal (capital modal) menunjukkan rencana 

jangka panjang dan pembelanjaannya atas aktiva tetap, 

seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan 
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sebagainnya. Belanja modal adalah pengeluaran yang 

manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan 

akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor 

publik,yang selanjutnya akan menambah anggaran 

operasional untuk biaya pemeliharaan.  

d) Anggaran berdasarkan pengesahan (tentative enacted 

budgets). Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi 

menjadi anggaran tentatif (tentative) dan anggaran enacted. 

Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan 

pengesahan dan lembaga legislatif karena kemunculannya 

yang di picu anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas 

dan disetujui oleh lembaga legislatif.  

e) Anggaran dana umum versus anggaran dana khusus (general 

special budgets). Dalam pemerintahan, kekayaan negara 

(dana) dibagi menjadi umum dan dana khusus. Dana umum 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang 

bersifat umum sehari-hari, sedangkan dana khusus 

dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, 

misalnya Debt Service Fund yang digunakan khusus untuk 

pembayaran utang. Anggaran untuk dana umum disebut 

anggaran dana umum (general budget) dan anggaran untuk 

dana khusus disebut anggaran dana khusus (special budget). 
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f) Anggaran tetap vs anggaran fleksibel (fixed vs flexible 

budget). Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah 

ditentukan jumlahnya diawal tahun anggaran, jumlah 

tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan 

jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, 

harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun, jumlah 

anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung 

pada banyaknya kegiatan yang dilakukan. 

g) Anggaran eksekutif versus anggaran legislatif (executive 

versus legislative budget). Berdasarkan penyusunannya, 

anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif 

(executive budget), yaitu anggaran yang disusun oleh 

lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, serta anggaran 

legislatif (legislative budget), yaitu anggaran yang disusun 

oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. 

Selain itu, ada juga yang disebut anggaran bersama (joint 

budget), yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama 

antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara itu, 

sebuah anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus 

disebut anggaran komite (committee budget).  

d. Siklus anggaran  

a) Persiapan (preparation)  

b) Persetujuan lembaga legislatif (legislative enactment)  
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c) Administrasi (administration)  

d) Pelaporan (reporting)  

e) Pemeriksaan (post-audit)  

Tahap persiapan dan perumusan sering ditunjukkan dengan peran 

utama eksekutif dan termasuk perencanaan yang menghubungkan rencana 

kerangka kerja fiskal jangka menengah dengan belanja setiap tahun, 

penyiapan prioritas, sumber, dan pembelanjaan,instruksi bagi lembaga 

pembuat anggaran untuk menyerahkan rancangan anggaran, serta tinjauan 

administratif terhadap dilakukan. permohonan anggaran. Tahap persiapan 

dan perumusan diperkirakan membutuhkan waktu antara 3-9 bulan sebelum 

tahun anggaran berjalan.  

Tahap persetujuan adalah tahap dimana legislatif berperan dan 

ditandai dengan disampaikannya anggaran kepada lembaga legislatif atau 

dewan untuk dipertimbangkan. Tahap ini meliputi cakupan anggaran dan 

mutu dokumentasi yang diinginkan, cakupan otoritas persetujuan, 

penegasan legislatif terhadap penyesuaian anggaran, dan jadwal 

persidangan legislatif. Tahap persetujuan membutuhkan waktu sekitar 3 

bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan.  

Tahap pelaksanaa dilaksanakan pada periode tahun anggaran tahun 

anggaran berjalan. Tahap ini mencakup jaminan pengeluaran, mekanisme 

untuk memastikan akuntabilitas eksekutif terhadap kebijakan legislatif, 

pembagian secara adil, keleluasaan administratif, prosedur penyesuaian 
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pada tengah tahun, manajemen perbendaharaan, dan pengendalian 

keuangan. Tahap audit dan evaluasi adalah tahap verifikasi termasuk 

laporan pelaksanaan, verifikasi akun secara independen, pelaporan kinerja 

keuangan, dan keterbukaan publik.  

Siklus anggaran harus didukung oleh kalander anggaran yang 

menetapkan tahapan dari tiap elemen dalam siklus anggaran. Kelengkapan 

kalender mecerminkan bahwa naik dewan maupun pihak administratif 

dibuatkan jadwal untuk penyesuaian seluruh tahapan. Hal tersebut 

mengidentifikasi peranan serta tanggung jawab aktor dan lembaga pada tiap 

tahap sebagaimana pula informasi dan prosedur yang dibutuhkan pada 

penyelesaian setiap tahap. Praktek terbaik menyarankan keterbukaan dalam 

proses anggaran sebagai sarana untuk menambah hasil yang akan 

didapatkan.  

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, APBD 

dapat di definisikan sebagai rencana operasional keuangan 

pemerintah daerah, di mana disatu pihak menggambarkan 

perkiraan pengeluaran setinggitingginya guna membiayai 

kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun 

anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan 

penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna 

menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995). 
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APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi APBD di 

atas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk 

APBD, Memiliki unsur-unsur sebagai berikut.  

a) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara 

rinci.  

b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal 

untuk menutupi biaya, beban sehubungan dengan aktivitas-

aktivitas tersebut, dan adanya biaya dan beban yang 

merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang 

akan dilaksanakan.  

c) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk 

angka.  

d) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.  

b. Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah merupakan instrument kebijakan, anggaran daerah 

menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas 

dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran digunakan sebagai 

alat untuk menentukan besar pendapatan pengeluaran, membantu 

pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi 

pengeluaran di masa-masa akan datang, sumber pengembangan 

ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk 

memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua 
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aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002: 9). Adapun 

fungsi APBD (Memesah, 1995:18) adalah sebagai berikut:  

a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat 

daerah yang bersangkutan.  

b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang 

nyata dan bertanggungjawab.  

c) Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah 

daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena 

APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah 

daerah.  

d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan 

terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil 

guna.  

e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di 

dalam batas-batas tertentu. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pengertian lain 

dari APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Siregar, 2017:31). 

APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan 
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pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan 

pendapatan daerah. 

Sujarweni (2015:60) dalam kutipan Lewadalu (2016:12) 

menyatakan APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah 

daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran 

APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 

tanggal 31 Desember. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara pasal 17 dijelaskan mengenai ketentuan umum 

penyusunan APBD :  

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun 

APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak 

melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.  

2. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berpedoman kepada rencana Kerja Pemerintah dalam rangka 

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.  

3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber 

pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah 

tentang APBD.  

4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan 

surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. 
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7. Efektivitas 

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, 

kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target 

tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan dampak 

atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan 

keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi 

tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu 

yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi 

kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus 

menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut 

biaya sekalipun.  

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah 

mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu 

instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam 

melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi 

instansi tersebut. 

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan 

(target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang 

diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan 

output. Efektivitas membandingkan antara outcome dengan output suatu 

organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang 
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dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain 

anggaran digunakan secara tepat (spending wisely) dalam (Mahmudi, 2018: 

22). 

Efektivitas memiliki manfaat dan tujuan yaitu : 

1. Menghemat dan mengurangi penggunaan sumber daya. 

2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga tidak terbuang 

percuma. 

3. Meningkatkan kinerja unit kerja dalam organisasi sehingga 

menghasilkan output optimal. 

4. Meningkatkan kualitas output kinerja. 

5. Mencapai sebuah hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun Indikator dari efektivitas yaitu : 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya 

karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai 

target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai.  

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan 

atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang 

sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, 

dampak dan pemusatan upaya.  
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3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan 

artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu 

menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan 

operasional.  

4. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan 

yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program 

atau kegiatan dimasa yang akan datang.  

5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab 

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk 

bertindak dan bekerja.  

6. Tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan 

untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar 

berjalan dengan efektif.  

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak 

dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak 

dapat mencapai tujuannya. 

8. Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan 

untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.  
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Pengukuran efektivitas anggaran belanja diukur lewat perbandingan 

realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja, yang dikemukakan 

oleh Mahsun (2009), yaitu:  

Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 

Dimana dalam efektivitas anggaran belanja, diakatakan atau dinilai 

efektif jika masuk dalam kriteria tingkat efektivitas atas dasar Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang “Kriteria 

Penilaian dan Kinerja Keuangan” sebagai berikut: 

a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan sangat efektif.  

b. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan efektif.  

c. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja 

dikatakan cukup efektif.  

d. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja 

dikatakan kurang efektif.  

e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan 

tidak efektif. 

8. Efisiensi 

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa 

yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan 

output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan 



31 
 

 
 

antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. 

Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas, suatu organisasi, 

program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan 

output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input 

tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well). 

Efisiensi dapat ditingkatkan dengan empat cara sebagai berikut :  

1. Menaikan output untuk input yang sama;  

2. Menaikan output lebih besar dari pada proporsi peningkatan input;  

3. Menurunkan input untuk output yang sama;  

4. Menurunkan input lebih besar daripada proporsi penurunan output 

 

Efisiensi memiliki beberapa beberapa tujuan dan manfaat antara lain: 

1) Mencapai hasil atau tujuan yang sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

2) Mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan 

atau usaha. 

3) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga tidak 

membuang waktu, tenaga dan biaya. 

4) Meningkatkan kinerja unit kerja dalam organisasi sehingga 

menghasilkan output optimal. 

5) Meningkatkan kualitas output kinerja. 

Adapun Indikator efisiensi yaitu: 

1) Output/ outcome tunggal 
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Indikator ini berguna untuk menghitung efisiensi pada 

kasus-kasus dimana hanya ada satu output atau outcome untuk setiap 

pasal kebijakan atau sasaran, dan dimana semua input dapat 

dikaitkan pada output atau outcome yang sama. 

2) Jajaran beberapa output/ outcome 

Indikator ini digunakan saat kebijakan tujuan berkaitan 

dengan beberapa output atau outcome yang berbeda. Apabila input 

yang digunakan untuk menghasilkan tiap output atau outcome dapat 

diketahui, maka akan dapat dibentuk indikator tunggal untuk tiap 

output atau outcome. 

Pengukuran efisiensi anggaran belanja yang diperoleh dari 

perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi 

anggaran belanja yang dikemukakan oleh Mahsun (2009), yaitu:  

Efesiensi = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 

Efisiensi anggaran belanja, dikatakan efisien apabila memenuhi 

kriteria efisiensi dari keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 

tentang “Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan”, ketetapan tingkat 

efisiensi dari anggaran belanja adalah sebagai berikut:  

a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan tidak efisien.  

b. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan kurang efisien.  
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c. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja 

dikatakan cukup efisien.  

d. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja 

dikatakan efisien.  

e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan 

sangat efisien. 

9. Belanja 

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005, belanja adalah semua 

pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana 

lancar dalam periode tahun anggaran. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 

2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan Belanja 

diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah. Belanja dikelompokkan menjadi (Widiyana, 2016). 

Belanja daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban 

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua 

pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas 

dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 

anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten maupun 

kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan 

dengan ketentuan perundang-undangan. Karakteristik belanja langsung 

adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan 
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diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah 

komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja 

atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.  

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya 

diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:  

1. Belanja Langsung  

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung 

terdiri dari belanja (Widiyana, 2016):  

a. Belanja pegawai  

b. Belanja barang dan jasa  

c. Belanja modal  

2. Belanja tidak langsung  

Belanja tidak langsung adalah kegitan belanja daerah yang 

dianggarakan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan pemerintah daerah .Merupakan belanja yang 

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan.  

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis 

belanja yang terdiri dari (Widiyana,2016):  

a. Belanja pegawai  

b. Belanja bunga  

c. Belanja subsidi 
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d. Belanja hibah  

e. Belanja bantuan social  

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan 

mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan 

daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu 

dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri 

suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut 

serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui pembayaran 

pajak daerah hingga membayar retribusi daerah. 

Proses belanja harus dilakukan secara terkendali oleh karena 

itu mekanisme belanja harus disusun seefisien dan seefektif 

mungkin. Auditor pemerintah lebih memperhatikan pada audit atas 

belanja, karena sebagian besar kebocoran APBN terjadi dalam 

pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut disebabkan karena adanya 

praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun karena 

kurangnya pemahaman penyelenggara negara dalam melakukan 

proses belanja (Karim dkk, 2021) 
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B. Penelitian Terdahulu 

TABEL 2. 1  

PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti Judul Peneliti 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Peneliti 

Hasil Penelitian 

1. Julita 

(2011) 

Analisis 

Efektivitas dan 

Efisiensi 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja pada 

Badan 

Lingkungan 

Hidup Provinsi 

Sumatra Utara 

Analisis 

Deskriptif 

Efektivitas 

(X1), 

Efesiensi 

(X2), 

Anggaran 

Belanja (Y1) 

Kinerja pendapatan 

badan lingkungan 

hidup provinsi 

Sumatera Utara 

pada tahun 2009-

2012 (BLH 

PROVSU) secara 

umum dapat 

dikatakan sudah 

baik dan kinerja 

belanja pada badan 

lingkungan hidup 

provinsi Sumatra 

utara (BLH 

PROVSU) dilihat 

dari analisis varians 

secara umum juga 

dapat dikatakan 

sudah baik. 
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2 Pangkey 

(2016) 

Analisis 

Efektivitas 

dan Efisiensi 

Anggaran 

Belanja pada 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Provinsi 

Sulawesi 

Utara. 

Deskriptif 

kualitatif 

Efektivitas 

(X1), Efisiensi 

(X2), dan 

Anggaran 

Belanja (Y) 

Periode anggaran 

belanja 2010-

2014 untuk 

efektivitas 

penggunaan 

anggaran belanja 

langsung 

keseluruhannya 

tidak efektif 

karena dari setiap 

program dan 

anggaran yang 

direncanakan, tapi 

tidak sesuai 

anggaran yang 

direncanakan dan 

ada juga program 

yang tidak 

terealisasi. 

Sementara untuk 

tingkat efisiensi 

anggaran belanja 

tidak langsung 
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dari periode 2010-

2014 tidak efisien. 

3 Fahrianta 

dan 

Carolina 

(2012) 

Analisis 

Efisiensi 

Anggaran 

Belanja Dinas 

Pendidikan 

Kabupaten 

Kapuas 

Deskriptif Efisiensi (X), 

dan Anggaran 

Belanja(Y) 

Tingkat/rasio 

efisiensi anggaran 

belanja yang 

dicapai trennya 

cenderung 

menurun dari 

tahun ke tahun, 

tetapi secara 

keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa 

dinas pendidikan 

Kab. Kapuas telah 

efisien dalam 

menggunakan dan 

mengelola 

anggaran belanja 

4 Sumenge 

(2013) 

Analisis 

Efektivitas 

dan Efisiensi 

Pelaksanaan 

Anggaran 

deskriptif 

kualitatif 

Efektivitas 

(X1), Efesiensi 

(X2), dan 

Anggaran 

Tingkat 

efektivitas 

tertinggi terjadi 

pada tahun 2010 

dan terendah pada 
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Belanja Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

(BAPPEDA) 

Minahasa 

Selatan. 

Belanja 

(Y) 

tahun 

2011.Tingkat 

efisiensi tahun 

2008-2011 sangat 

efisien dan tahun 

2012 termasuk 

efisien. 
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C. Kerangka Pikir  

GAMBAR 2. 1 KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Anggaran Belanja 

Target  Realisasi Anggaran 

Efektivitas dan Efesiensi 

Metode Analisis 

Analisis Deskriptif Analisis Kuantitatif 

Kesimpulan  

Rekomendasi 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka hipotesis dalam penelitian 

diduga bahwa: 

1. Diduga efektivitas berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah 

Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi 

Selatan.  

2. Diduga efisiensi berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah 

pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi 

Selatan.  

3. Diduga efektifitas, dan efisiensi berpengaruh terhadap Anggaran 

Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara varibel yang satu 

dengan yang lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Kuncoro (2009:145) data kuantitatif adalah data yang diukur dalam 

suatu skala numerik atau angka-angka. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas 

Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Jln. Jend. 

Sudirman No. 23 Makassar. 

C. Populasi dan Sampel 

A. Populasi 

Menurut Nanang Martono (2011:74) “Populasi merupakan 

keseluruhan objek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau 

keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti”. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 
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B. Sampel 

Menurut Nanang Martono (2011:74) “Sampel merupakan bagian 

dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, 

sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Belanja 

yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010), instrumen penelitian adalah alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang terdiri dari 

tes, kuesioner, wawancara, dan observasi.  

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dalam sebuah penelitian. Instrumen 

penelitian dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, tes, atau 

dokumentasi. Instrumen penelitian yang baik harus memenuhi kriteria 

validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan agar data yang diperoleh 

dapat dipercaya dan akurat. Penggunaan instrumen penelitian yang tepat dapat 

membantu peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab 

rumusan masalah atau tujuan penelitian dengan lebih akurat dan obyektif. 
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Intrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan 

pada kantor dinas kebudayaan dan kepariwisataan provinsi sulawesi selatan  

berupa wawancara dan dokumentasi. 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang terdapat pada topik penelitian "Analisis 

Efektivitas dan Efesiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan " adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independen: 

a. Efektivitas: perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan 

hasil yang sesungguhnya dicapai. 

b. Efisiensi: hubungan antara output berupa barang atau jasa yang 

dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan 

output tersebut. 

2. Variabel dependen: 

a. Anggaran Belanja: pedoman tindakan yang akan dilaksanakan 

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan 

pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut 

klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 

F. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu: 

a. Data Kualitatif 
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Berupa hasil wawancara, gambaran umum, tugas dan fungsi, visi 

dan misi, dan struktur organisasi Kantor Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Data Kuantitatif 

Berupa laporan realisasi anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

data, antara lain: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data penilitian yang didapatkan secara 

langsung dari narasumber (tanpa perantara) dengan menjawab susunan 

pertanyaan dari peneliti melalui wawancara. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan peneliti, dan wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi berupa 

publikasi. Peneliti memperoleh data lewat catatan, dokumen, dan 

artikel terkait permasalahan pada objek yang diteliti. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menjadi tahap penting dalam penyelesaian 

penelitian ini, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil penelitian yang 

akan dilakukan. Untuk itu dalam penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan 

pengumpulan data lewat: 
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a. Wawancara, yaitu melakukan tatap muka dan Tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada masalah 

yang diteliti. 

b. Dokumentasi, dimana diperoleh lewat dokumen dan catatan-catatan yang 

ada, dimana data atau dokumen berupa Struktur organisasi, Visi dan 

Misi, dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 

c. Studi kepustakaan (library research), dimana data yang diambil bersifat 

kajian teori-teori lewat buku, artikel, dan browsing lewat internet yang 

kemudian dijadikan landasan teoritis dan pendukung terkait 

permasalahan yang akan diteliti. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah melalui perhitungan tingkat 

efektivitas dan tingkat efisiensi dari anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: 

a. Perhitungan Tingkat Efektivitas 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat efektivitas 

Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Sulawesi Selatan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisa deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk 

menyajikan data kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif 

menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Menurut 
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Sugiyono (2016,8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

mneggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Tingkat pengukuran efektivitas menjadi salah satu tolak ukur juga 

terhadap pencapaian pemerintah akan seluruh sasaran yang diprogramkan 

dan ditargetkan terlaksanakan dengan baik atau tidak. Sehingga dapat 

dihitung menggunakan rumus, Mahsun (2009): 

Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 

TABEL 3. 1  

KRITERIA EFEKTIVITAS 

Tingkat Efektivitas (%) Kriteria 

>100 Sangat Efektif 

90-100 Efektif 

80-90 Cukup Efektif 

60-80 Kurang Efektif 

<60 Tidak Efektif 

 

b. Perhitungan Tingkat Efisiensi 

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan 

output yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya 
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(dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi 

dari anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi 

Selatan dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran 

belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Sehingga dapat 

dihitung dengan rumus seperti ini, Mahsun (2009): 

Efesiensi = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 

TABEL 3. 2  

KRITERIA EFISIENSI 

Tingkat Efisiensi (%) Kriteria 

>100 Tidak Efisien 

90-100 Kurang Efisien 

80-90 Cukup Efisien 

60-80 Efisien 

<60 Sangat Efisien 

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran 

rutin dan total realisasi pendapatan yang menggunakan ukuran efisiensi 

tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah. 

I. Definisi Operasional 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan 
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kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

2. Anggaran 

Anggaran merupakan sebuah rencana atau taksiran mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan 

datang. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun atau lebih.  

3. Pendapatan  

Pendapatan adalah jumlah masukan yang diterima oleh organisasi 

dari kegiatan aktivitasnya. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui 

penerimaan atau pungutan pajak. 

4.  Belanja Daerah  

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan.  

5. Efektivitas  

Efektivitas adalah informasi harus sesuai dengan kebutuhan 

pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya 

informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat. 

6. Efisiensi  

Efisiensi adalah suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan 

dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir 

pemborosan dari segi waktu, biaya dan tenaga. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Dinas Kebudayaan Dan Parawisata Provinsi Sulawesi Selatan 

Gedung Mulo (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) dibangun oleh 

pemerintah colonial pada tahun 1927 dan terletak di Hospiyalweg 

(sekarang Jl. Jenderal Sudirman No. 23), Desa Mangkura, Kecamatan 

Ujung Pandang Makassar. 

Bangunan Mulo dimakassar, dengan arsitektur Belanda dan 

peninggalan colonial, masih berdiri di antara bangunan modern kota. Bagi 

mereka yang mengadvokasi produk dan arsitektur bergaya modern, 

tentunya hanya memandang sebelah mata saja, bahkan seringkali 

mengabaaikan fungsi  dan perannya, di sisi lain, mereka yang berfikir 

secara historis dan kultural akan selalu dibawa ke dalam suasana penasaran 

tentang apa momen penting dibalik bangunan ini dimasa lalu. 

Gedung Mulo dibangun dengan bergaya arsitektur klasik Eropa 

dipadu dengan tradisional. Gedung yang awalnya digunakan sebagai 

sekolah lanjutan tiga tahun khusus bagi anak-anak pribumi yang orang 

tuanya mengabdi kepada belanda dan dipersiapkan untuk kebutuhan 

pegawai pangreh praja itu kini difungsikan sebagai kantor wilayah 

Departemen Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan. 

Secara historis, gedung berfungsi sebagai sekolah menengah 

khusus 3 tahun untuk anak-anak Aborigin yang orang tuanya melayani 
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Belanda dan mempersiapkan mereka untuk tuntutan pegawai negeri. 

Sekolah Mulo Makassar dibuka dengan status dan status mapan, dan 

lulusannya dapat melanjutkan ke pendidikan kejuruan dan pendidikan 

tinggi. Namun, masih sedikit adat di Sulawesi selatan yang dapat 

melanjutkan pendidikan di Muro. Hal ini karena pendidikan pada waktu 

itu sangat mahal. Sehingga kelompok orang tertentu diberi tempat untuk 

menerima pendidikan tersebut. 

Fungsi dan peran gedung Mulo sebagai tumpuan pedidikan dini 

dimakassar menghadiri kondisi gand. Di satu sisi, bangunan tersebut 

seolah berfungsi sebagai “monument” menandakan bahwa ia berperan 

penting dalam perkembangan pendidikan. 

Di sisi lain, melukiskan gambaran samar tentang pendidikan yang 

selama ini hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Sehingga 

diskriminasi seolah menjadi warisan dari kondisi tersebut. Saat ini gedung 

yang terawatt baik ini berfungsi sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan 

Parawisata Provinsi Sulawesi Selatan, yang dulunya adalah Kantor 

wilayah Kementerian Pendidikan Nasioanl. Sebagai cakar Sejarah, 

bangunan Mulo dilindungi undang-undang dengan nomor registrasi 327 

Suaka Margasatw a dan Peninggalan Purbakala Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Tenggara.  

2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi 

Selatan  

a. Visi  
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Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan 

berkarakter. 

b. Misi  

i. Pemerintah yang berorientasi melayani inovatif, dan berkarakter. 

ii. Peningkatan infrastruktur yang berkualitasdan aksesibel 

iii. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang 

produktif  

iv. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif 

v. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya 

alam yang berkelanjutan. 

3. Struktur Organisasi 

GAMBAR 4. 1 

 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Deskripsi Data 

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah diatur 

bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Dearah, Dana 

Perimbangan dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa 

penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi 

serta pengelolaan sumber daya alam. Pada konteks yang demikian, 

otonomi daerah dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan dengan 

memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat 

untuk meningkatkan PAD nya. Tuntutan peningkatan PAD semakin 

meningkat seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada 

pemerintah daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, 

dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang tidak sedikit. 

Dana Perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

dalam mendukung otonomi daerah meskipun jumlahnya cukup memadai 

namun pemerintah daerah harus dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam 

meningkatkan PAD dan memberikan keleluasaan dalam membelanjakan 

APBD nya. Oleh karena itu, daerah diharap mampu untuk menggali 

potensi-potensi sumber-sumber PAD secara maksimal. Berikut ini tabel 
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anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2020-2022. 

TABEL 4. 1  

LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PADA DINAS 

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI SELATAN 

TAHUN 2020-2022 

Tahun Target Anggaran Realisasi Persentase % 

2020 41.860.449.745 35.699.517.630 85,28% 

2021 50.990.553.238 43.520.457.368 85,35% 

2022 40.211.960.904 38.372.882.462 95,43% 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 

TABEL 4. 2  

LAPORAN  ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG 

PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI 

SULAWESI SELATAN TAHUN 2020-2022 

Tahun Anggaran  Realisasi  Lebih/kurang 

2020 24.861.992.435 21.058.375.355 3.803.617.080 

2021 47.412.053.238 42.242.007.785 5.170.045.453 

2022 35.887.460.904 34.591.612.462 1.295.848.442 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 
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2. Analisis Data 

a. Analisis Efektivitas 

Efektivitas merupakan gambaran dari keberhasilan atau kemampuan 

publik untuk menjalankan atau merealisasikan anggaran belanja 

dibandingkan dengan target dan tujuan yang ditetapkan secara nyata. 

Sebuah organisasi apapun itu jika sudah mencapai tujuannya maka 

organisasi tersebut telah bisa dikatakan telah berjalan dengan efektif. 

Tingkat pengukuran efektivitas menjadi salah satu tolak ukur 

juga terhadap pencapaian pemerintah akan seluruh sasaran yang 

diprogramkan dan ditargetkan terlaksanakan dengan baik atau tidak. 

Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus : 

Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 

Rumus tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tingkat 

efektivitas Anggaran Belanja yang dilakukan oleh Kantor Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya  

sebagai berikut : 

1) Tahun 2020 

Berdasarkan target penerimaan pendapatan PAD sebesar Rp. 

41.860.449.745 dengan realisasi yang diterima Rp. 35.699.517.630 

maka rasio efektivitas tahun 2020 diketahui dengan perhitungan 

sebagai berikut. 

Efektivitas = 
35.699.517.630

41.860.449.745
 𝑥 100%  
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         = 85,28% 

2) Tahun 2021 

Berdasarkan target penerimaan pendapatan PAD sebesar Rp. 

50.990.553.238 dengan realisasi yang diterima Rp. 43.520.457.368 

maka rasio efektivitas penerimaan pendapatan tahun 2021 diketahui 

dengan perhitungan sebagai berikut. 

Efektivitas = 
43.520.457.368

50.990.553.238
 𝑥 100%  

  = 85,35% 

3) Tahun 2022 

Berdasarkan target penerimaan pendapatan PAD sebesar Rp. 

40.211.960.904 dengan realisasi yang diterima Rp. 38.372.882.462 

maka rasio efektivitas penerimaan pendapatan tahun 2022 diketahui 

dengan perhitungan sebagai berikut. 

Efektivitas = 
38.372.882.462

40.211.960.904
 𝑥 100%  

   = 95,43% 

TABEL 4. 3  

TINGKAT EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA DAERAH DINAS 

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. SULSEL TAHUN 2020-2022 

Tahun Efektivitas Kriteria 

2020 85,28% Cukup Efektif 

2021 85,35% Cukup Efektif 

2022 95.43% Efektif 

Sumber : Data diolah, 2023 
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Berdasarkan tingkat efektifitas anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai kriteria efektif dan cukup 

efektif. Secara keseiuruhan, tingkat efektifitas anggaran belanja yang tertinggi yaitu 

pada tahun 2022 sebesar 95.43% dengan kriteria efektif dibandingkan Tingakat 

efektifitas anggaran belanja pada tahun 2020 sebesar 85.28% dan tahun 2021 

sebesar 85,35% dengan kriteria cukup efektif. Dengan hasil perhitungan dari tahun 

ketahun kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

pelaksanaan anggaran belanja berhasil menunjukkan hasii kinerja yang telah sesuai 

dengan yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan kriteria efektif dan 

cukup efektif. 

b. Analisis Efisiensi  

Efisiensi merupakan pemanfaatan sumber daya atau input secara 

keseluruhan yang nantinya akan menghasilkan output yang sesuai dengan 

tujuan dari sebuah kegiatan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai suatu 

cara yang dilakukan dengan seminimal mungkin dengan tujuan untuk 

mendapatkan output yang seoptimal mungkin.  

Perhitungan tingkat efisiensi dari anggaran belanja dapat dihitung 

lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan 

realisasi anggaran belanja langsung. Sehingga dapat dihitung dengan 

rumus seperti ini: 

Efesiensi = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 𝑥 100% 
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Rumus tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tingkat 

efisiensi Anggaran Belanja yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya  berikut : 

1) Tahun 2020 

Berdasarkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 

35.699.517.630 dengan realisasi anggaran belanja langsung Rp. 

21.058.375.355 maka rasio efisiensi tahun 2020 diketahui dengan 

perhitungan sebagai berikut. 

Efesiensi = 
21.058.375.355

35.699.517.630
 𝑥 100% 

   = 58,99% 

2) Tahun 2021 

Berdasarkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 

43.520.457.368 dengan realisasi anggaran belanja langsung Rp. 

42.242.007.785 maka rasio efisiensi tahun 2021 diketahui dengan 

perhitungan sebagai berikut. 

Efesiensi = 
42.242.007.785

43.520.457.368
 𝑥 100% 

   = 97,06% 

3) Tahun 2022 

Berdasarkan realisasi  anggaran belanja sebesar Rp. 

38.372.882.462 dengan realisasi anggaran belanja langsung Rp. 
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34.591.612.462 maka rasio efisiensi tahun 2022 diketahui dengan 

perhitungan sebagai berikut. 

Efesiensi = 
34.591.612.462

38.372.882.462
 𝑥 100% 

   = 90,14% 

TABEL 4. 4  

TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH DINAS 

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. SULSEL TAHUN 2020-2022 

Tahun Efisiensi Kriteria 

2020 58,99% Sangat Efisien 

2021 97.06% Kurang Efisien 

2022 90,14% Kurang Efisien 

Sumber : Data diolah,2023 

Berdasarkan tingkat efisiensi anggaran belanja daerah Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 memiliki persentase 

sebesar 58,99% yang menunjukkan kriteria sangat efisien. Sedangkan pada tahun 

2021, menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja daerah Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 97,06% yang menunjukkan 

kriteria kurang efisien, dan tingkat efisiensi anggaran belanja daerah Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 memiliki 

persentase sebesar 90,14% yang menunjukkan kriteria kurang efisien. Dalam hal 

ini menjelaskan bahwa kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Sulawesi Selatan masih belum dikatakan efisien dikarenakan pada tahun 2020 dan 

2021 memiliki tingkat persentase melebihi 90% yang masih dalam kategori kurang 
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efisien. Hal ini berarti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 

harus mengoptimalkan keuangan daerah secara lebih maksimal lagi. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas dan 

Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan", serta menggunakan variabel 

Efektivitas, Efisiensi, dan Anggaran Belanja dengan jenis penelitian deskriptif 

dan metode kuantitatif, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil: 

1. Efektivitas Anggaran Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 efektivitas anggaran belanja 

daerah dianggap cukup efektif begitu juga dengan pada Tahun 2021 

efektivitas anggaran belanja daerah dianggap cukup efektif dan pada tahun 

2022 efektivitas anggaran belanja daerah dianggap efektif 

2. Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 efisiensi anggaran belanja 

daerah dianggap sangat efisien dan pada tahun 2021 efisiensi anggaran 

belanja daerah dianggap kurang efisien dan pada tahun 2022 efisiensi 

anggaran belanja daerah dianggap "kurang efisien". 

3. Dari kesimpulan di atas, terlihat bahwa pada tahun 2022, tingkat 

efektivitas anggaran meningkat menjadi "efektif" dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Namun, tingkat efisiensi anggaran mengalami 

penurunan pada tahun 2021 dan 2022 setelah mencapai puncaknya pada 

tahun 2020. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka 

saran dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Disarankan agar Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi 

Selatan lebih meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah 

maupun swasta  serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program 

kegiatan maupun anggaran agar terciptanya keterpaduan, integritas, dan 

transparansi dalam rangka mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang 

berbudaya dan menjadikan Sulawesi Selatan menjadi salah satu destinasi 

pariwisata berdaya saing. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau masukan bagi 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan agar 

meningkatkan pengawasan kepada pegawai mengenai anggaran belanja 

yang dikeluarkan agar supaya pengeluarannya bisa teratur sesuai anggaran 

belanja yang dilakukan setiap tahun periode berjalan. 

3. Peneliti menyarankan agar pada priode-periode berikutnya untuk 

merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan agar supaya 

realisasi anggarannya optimal dan meningkatkan kinerja keuangannya 

sehingga bisa mempertahankan kriteria efektif dan pengelolaan anggaran 

belanja yang cermat, memilih input serta cermat dalam pengelolaannya 

untuk dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya dan 

mempertahankan kriteria sangat efisien yang telah dicapai. 
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Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Penelitian  
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Lampiran 2 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020 
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Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 
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Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 
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